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Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan kekuatan dan kemampuan kepada 
pimpinan dan staf BAPETEN untuk terus bekerja dan berkarya membawa BAPETEN dalam melaksanakan 
tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

Laporan Pengawasan Pemanfaatan Tenaga Nuklir di Indonesia Tahun 2023 menyajikan beragam 
informasi mengenai aktivitas pengawasan dan pendukung pengawasan. Laporan Pengawasan ini 
merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas kinerja atas pelaksanaan program kerja tahun anggaran 
2023 Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) sesuai dengan tugas dan fungsi yang dijabarkan dalam 
visi, misi, tujuan dan sasaran serta program dan kegiatan.  

Pengawasan pemanfaatan tenaga nuklir dalam laporan ini menyajikan hasil kegiatan terkait 
penyusunan peraturan sebagai dasar dalam menjalankan kegiatan pengawasan pemanfaatan tenaga 
nuklir, layanan perizinan dan pelaksanaan Inspeksi pada instalasi nuklir dan fasilitas radiasi yang meliputi 
aspek keselamatan, keamanan dan garda aman serta kesiapsiagaan nuklir dan pengkajian 
pengembangan sistem pengawasan. 

Kami berharap penerbitan laporan pengawasan ini dapat menjadi bahan referensi serta dapat 
menciptakan sinergi antar lini di lingkungan BAPETEN. Semoga laporan ini dapat memberikan informasi 
yang akurat, tepat dan akuntabel bagi seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat terkait pengawasan 
pemanfaatan tenaga nuklir di Indonesia.  

 

Jakarta, 30 September  2024 
Plt. Kepala BAPETEN 
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Tiga Pilar Pengawasan  
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     Gambar  1. Pilar pengawasan BAPETEN 
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Profil Lembaga  
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Core Values ASN BAPETEN  
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Struktu Organisasi BAPETEN   
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Gambar  2. SDM BAPETEN berdasarkan jenjang pendidikan 
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Gambar  3. SDM BAPETEN berdasarkan kelas usian 10 tahun 
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Gambar  4. Proporsi SDM BAPETEN berdasarkan jenis kelamin 
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Gambar  5. SDM BAPETEN berdasarkan golongan/ruang 



 

33 
 
 

 

   

Gambar  6. Proporsi SDM BAPETEN berdasarkan generasi 
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Perizinan 
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Gambar  7. Grafik KTUN Perizinan FRZR yang terbit pada tahun 2020 - 2023 
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Gambar  8. Grafik KTUN Perzininan FRZR Tahun 2023 
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Gambar  9. Jumlah KTUN perizinan bidang kesehatan yang terbit perbulan pada tahun 2023 
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Gambar  10. Grafik Jumlah Permohonan Izin yang Memenuhi Syarat dan Batal di Bidang Medik 
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Gambar  11. Bimbingan Teknis dan Layanan Perizinan On The Spot Licensing di  
RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Kota Makassar (kiri) dan Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah (kanan) 
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Gambar  12. Verifikasi Izin Radioterapi RSUD Dr M. Soewandhie dan RSUD Dr. Soetomo di Kota Surabaya (kiri) dan  
Verifikasi Izin Kedokteran Nuklir Di RS Indriati Solo Baru (kanan) 
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Gambar  13. Grafik KTUN Fasilitas Penelitian dan Industri yang terbit selama Tahun 2020 - 2023 
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Gambar  14. Grafik Rincian Jumlah KTUN yang terbit Bidang Peneli?an dan Industri Tahun 2020 - 2023 
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 Gambar  15. Grafik dan Tabel Jumlah KTUN Terbit Perizinan Fasilitas 
Penelitian dan Industri Tahun 2023 
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Gambar  16. Grafik Perbandungan Jumlah Permohonan yang batal tahun 2020 - 2023 
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Gambar  17. Verifikasi Lapangan Permohonan Izin Operasi Fasilitas Iradiator Kategori IV Menggunakan Sumber Radioaktif Badan Riset dan Inovasi 
Nasional (BRIN) (kiri) dan Verifikasi Perizinan PT Huayue Nickel Cobalt (PT HYNC) Kawasan Indonesia Morowali Industrial Park, Sulawesi Tengah (kanan) 
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Gambar  19. Grafik Perizinan petugas fasilitas radiasi (kiri) dan Grafik Jumlah SIB Terbit Tahun 2023 (kanan) 
Gambar  19. Grafik Jumlah SIB Terbit Tahun 2023 Per Bulan dan Per Jenis Petugas 

Tabel 1. Jumlah SIB Terbit Tahun 2023 Per Jenis Petugas 
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Gambar  20. Penyegaran Petugas Proteksi Radiasi (PPR) bidang Medik tingkat 2 di Malang, Jawa Timur (kiri);  
di Lombok, Nusa Tenggara Barat (tengah); di Yogyakarta (kanan) 
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Gambar  21. Grafik Rekapitulasi Kinerja Tenaga Ahli Per Bulan 

Tabel 2. Jumlah Spesifikasi Terbit Per Bulan Tahun 2023 
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Gambar  22. Koordinasi Tenaga 
Ahli Uji Kesesuaian dan 
Penyusunan User Requirement 
B@lis Sukses 2.0 
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Gambar  23. Verifikasi Lapangan Lembaga Pelatihan Ketenaganukliran ke PT. Nuklir Indonesia Laboratorium (kiri) dan 
FMIPA Universitas Lambung Mangkurat Kalimantan Selatan (kanan) 
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Gambar  24. Kegiatan Penjajakan Lembaga Pelatihan Ketenaganukliran di Politeknik Kesehatan Muhammadiyah Makassar dan Kegiatan 
Konsinyering Evaluasi LHU di BPFK Makassar (kiri) dan Kegiatan Penjajakan Lembaga Pelatihan Ketenaganukliran di Politeknik Kesehatan 

Muhammadiyah Makassar dan Kegiatan Konsinyering Evaluasi LHU di BPFK Makassar (kanan) 
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Tabel 3. Rincian KTUN yang diterbitkan di  Tahun 2023 

Gambar  25. Verifikasi Lapangan Lanjutan Penunjukan Laboratorium Dosimetri LTKMR-BRIN pada Kegiatan Kalibrasi Keluaran Sumber 
Radioterapi (kiri) dan Verifikasi Lapangan Penunjukan Laboratorium Kalibrasi Keluaran Sumber Radioterapi di BFPK Surabaya (kanan) 
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Gambar  26. Sertifikasi 
Kompetensi Tenaga Ahli Uji 

Kesesuaian Pesawat Sinar-X 
di Jakarta 
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Gambar  27. Sertifikasi Kompetensi Penguji Berkualifikasi Uji Kesesuaian Pesawat Sinar-X 
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Perijinan Bidang Instalasi Bahan Nuklir (IBN) 

 
Pada tahun 2023 Perizinan Bidang IBN melakukan 2 jenis kegiatan, yaitu penyelenggaraan dan 

peningkatan kualitas perizinan dan inspeksi dalam keselamatan, keamanan, garda aman ketenaganukliran 

dan pengembangan sistem pengawasan PLTN. Output yang dihasilkan pada perizinan instalasi dan bahan 

nuklir meliputi Ketetapan Tata Usaha Negara (KTUN), Laporan Hasil Evaluasi (LHE), Laporan Hasil 

Verifikasi (LHV), dan Laporan Evaluasi Keselamatan (LEK). 

1. Izin Petugas Instalasi dan Bahan Nuklir 

Berdasarkan data base perizinan, pada Tahun 2023 diperkirakan 

akan diselenggarakan 8 (delapan)  kali  pengujian  perpanjangan  izin  

bekerja  dengan  beberapa  kualifikasi  petugas  IBN yang diajukan oleh 

fasilitas. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2014 

tentang Jenis Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang 

Berlaku Pada Badan Pengawas Tenaga  Nuklir,  dalam  kegiatan  ini  

ditetapkan  beberapa  tarif  PNBP  terhadap  permohonan 

penyelenggaraan ujian petugas instalasi dan bahan nuklir sesuai 

dengan kualifikasinya. Dokumentasi penyelenggaraan pengujian 

Petugas Instalasi dan Bahan Nuklir Tahun 2023 dapat dilihat pada 

gambar disamping. 

 

Selain kegiatan pengujian dan Penerbitan Izin Bekerja Petugas IBN sebagaimana dapat dilihat 

datanya pada grafik di bawah ini, kegiatan Izin Bekerja Petugas Instalasi dan Bahan Nuklir juga 

menghasilkan Laporan Teknis Perizinan (LTP) yang meliputi: 

a. 17 Laporan Pelaksanaan Ujian Petugas Instalasi dan Bahan Nuklir; 

Gambar  28. Kegiatan Petugas Instalasi dan 
bahan Nuklir Tahun 2023 
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b. 12 Laporan Penerbitan Izin Petugas instalasi dan Bahan Nuklir, dan 

c. 3 Laporan Kegiatan Penyusunan Bank Soal Pengujian Petugas IBN 

 

 
Gambar  29. Grafik Data Penerbitan Izin Bekerja Petugas IBN Tahun 2023 

 

Sepanjang tahun 2023 dilaksanakan pengujian kualifikasi Petugas IBN sebanyak 9 kali 

penyelenggaran dan 8 kali Ujian Perbaikan dengan output berupa Surat Izin Bekerja (SIB) yang 

diterbitkan sebanyak 99 SIB dari 100 SIB yang ditargetkan. 

 

Supervisor
Perawatan RND

Teknisi Perawat
RND Supervisor RND Operator RND PPR IN Total

RSG 13 16 0 0 12 41
Reaktor TRIGA 2000 2 11 2 7 3 25
Reaktor Kartini 5 17 2 9 0 33
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Gambar  30. Grafik Perbandingan Data Izin Pekerja Petugas IBN Tahun 2019 – 2023 

2. Izin Reaktor Non Daya dan Bahan Nuklir 

Kegiatan perizinan reaktor non daya dan bahan nuklir dilakukan terhadap ketiga reaktor 

riset di Indonesia, yaitu RSG GAS Serpong, Reaktor TRIGA 2000 Bandung dan Reaktor Kartini 

Yogyakarta dan juga beberapa instalasi yang menggunakan bahan nuklir seperti MBA RI-B, MBA 

RI-C, MBA RI-E, MBA RI-F, MBA RI-G serta Nuclear Transport Solutions. Selama proses perizinan 
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tahun 2023 telah diterbitkan 14 Ketetapan Tata Usaha Negara (KTUN), 12 Laporan Hasil Evaluasi 

(LHE), 7 Laporan Hasil Verifikasi (LHV). 

Dibawah ini merupakan beberapa foto kegiatan perizinan reaktor non daya yang telah 

dilaksanakan pada tahun 2023. 

Gambar  31. Verifikasi Reaktor Kartini Yogyakarta 

 

 

 

 

 

 

Gambar  32. Verifikasi Reaktor TRIGA 2000 Bandung (kriri) dan dan  
Entry Meeting inspeksi dan verifikasi RSG GAS Serpong (kanan) 

  



 

58 
 
 

 

Perizinan pemanfaatan bahan nuklir dilakukan untuk ketiga reaktor non daya dan juga 

instalasi lain yang menggunakan bahan nuklir. Sepanjang tahun 2023, izin pemanfaatan bahan 

nuklir yang telah diterbitkan oleh DPIBN berjumlah 14 KTUN. Perbandingan jumlah izin 

pemanfaatan bahan nuklir yang telah diterbitkan dari tahun 2019 sampai 2023 dapat dilihat pada 

gambar di bawah ini. 

Gambar  33. Grafik Data Perizinan Pemanfaatan Bahan Nuklir Tahun 2019-2023 

 

Pada tahun 2023 juga dilakukan verifikasi izin pemanfaatan bahan nuklir Reaktor Kartini 

dan perubahan kuantitas bahan nuklir di IPLR DPFK BRIN sehingga diterbitkan 2 LHV. 

Izin Baru Perpanjangan Perubahan

Perubahan
Terkait

Kuantitas Bahan
Nuklir

Persetujuan
Impor

Persetujuan
Pengiriman Total KTUN

2019 6 9 14 0 2 7 38
2020 1 6 18 0 2 4 31
2021 3 6 19 0 2 3 33
2022 0 13 1 8 0 2 24
2023 4 1 0 9 0 0 14
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Gambar  34. Data LHV, LHE dan KTUN Perizinan Reaktor Non Daya dan Bahan Nuklir 

3. Izin Instalasi Nuklir Non Reaktor 

Kegiatan perizinan instalasi nuklir non reaktor pada 

tahun 2023 dilakukan untuk menyelenggarakan proses 

perizinan instalasi nuklir non reaktor (INNR), fasilitas radiasi 

resiko tinggi (FRRT), dan mineral ikutan radioaktif (MIR). 

Selama proses perizinan tahun 2023, PINNR telah 

menerbitkan 22 Ketetapan Tata Usaha Negara (KTUN), 5 

Laporan Hasil Evaluasi (LHE), 4 Laporan Hasil Verifikasi (LHV), 

dan 1 Laporan Joint Review (LJR). Data KTUN yang diterbitkan 

selama tahun 2023 berdasarkan jenis fasilitasnya dapat dilihat 

pada Gambar disamping ini. 
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Gambar  35. Daftar KTUN KF PINNR Tahun 2023 
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Perbandingan jumlah 

KTUN, yang telah diterbitkan dari 

tahun 2019 sampai 2023 dapat 

dilihat pada gambar disamping 

ini. 

 

 

 

Beberapa kegiatan yang dilakukan pada tahun 2023 dapat dilihat pada gambar berikut: 

Gambar  37. Verifikasi Perizinan Instalasi Nuklir Non Reaktor (kiri) dan   

Verifikasi Perizinan Fasilitas Radiasi Resiko Tinggi (kanan) 
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Gambar  36. Perbandingan Jumlah KTUN dari Tahun 2019 s.d 2023 
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Gambar  38. Bimbingan Teknis Perizinan Mineral Ikutan Radioaktif (MIR) 

  

Gambar  39. Bhakti Inovasi terkait dengan Sosialisasi Perizinan Instalasi dan Bahan Nuklir 
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4. Penyusunan Prosedur Teknis Tentang Manajemen Penuaan INNR 

Dalam pemanfaatan tenaga nuklir, dikenal suatu istilah manajemen penuaan yang 

bertujuan untuk mengendalikan agar pengaruh penuaan pada SSK kritis di instalasi nuklir masih 

dalam batas yang dapat diterima. Pelaksanaan manajemen penuaan ini menjadi salah satu 

persyaratan dalam pengajuan permohonan perpanjangan izin operasi INNR. Oleh sebab itu, 

BAPETEN melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan manajemen penuaan INNR untuk 

memastikan bahwa meskipun telah lama dibangun, INNR tetap dapat dioperasikan dengan 

selamat selama masa operasinya 

Salah satu kesimpulan dari pelaksanaan manajemen penuaan adalah perkiraan umur sisa 

SSK Kritis yang telah ditentukan INNR. Penilaian umur sisa SSK kritis tersebut akan menjadi salah 

satu dasar pertimbangan BAPETEN dalam menentukan jangka waktu perpanjangan izin operasi 

yang diberikan. 

Dibawah ini merupakan beberapa dokumentasi pelaksanaan kegiatan yang telah 

dilakukan di tahun 2023 

Gambar  40. Kiri ke kanan : Kunjungan ke Laboratorium Teknik Mesin UGM;  
Kunjungan Kunjungan Ke Laboratorium Teknik Material ITB;  

Kunjungan ke Laboratorium Departemen Teknik Kimia UI;   
Kunjungan ke Laboratorium Analisis Bahan Deperatemen Teknik Metalurgi dan Material UI 
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5. Izin Terkait Sertifikasi dan Validasi Bungkusan 

Pemanfaatan tenaga nuklir di bidang kesehatan, industri, pertanian, penelitian dan energi 

ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat. Setiap pemanfaatan tenaga nuklir di Indonesia harus 

memiliki izin dari Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten). Proses perizinan pemanfaatan tenaga 

nuklir di Bapeten dilakukan oleh Direktorat Perizinan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif (DPFRZR) 

dan Direktorat Perizinan Instalasi dan Bahan Nuklir (DPIBN). Kedua direktorat perizinan tersebut 

berada di bawah naungan Deputi Bidang Perizinan dan Inspeksi dan dipimpin oleh Direktur 

(Eseleon II). 

Perbandingan jumlah 

Sertifikat dan Validasi, LHE, LHV dan 

LBT Bungkusan ZRA yang telah 

diterbitkan oleh BAPETEN dari tahun 

2020 sampai 2023 dapat dilihat pada 

grafik di bawah ini yang menunjukan 

kenaikan kegiatan Pelayanan 

Sertifikasi dan Bungkusan ZRA pada 

tahun 2023 dibandingkan kegiatan 

pelayanan pada tahun sebelumnya.  

 

Gambar  41. Output RO Izin Terkait Sertifikasi dan  
Validasi Bungkusan Zat Radioaktif Tahun 2020 – 2023 

 

Di bawah ini merupakan beberapa foto kegiatan Layanan Sertifikasi dan Validasi 

Bungkusan ZRA yang telah dilaksanakan pada tahun 2023. 
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Gambar  42. Kegiatan Pembinaan 
Teknis di RSUD Al-Ihsan, Kabupaten 
Bandung – Jawa Barat 

 

 

 

 

Gambar  43. Kegiatan Pembinaan Teknis di 
RSUD Tugurejo, Semarang – Jawa Tengah 

 

 

 

 

Gambar  44. Kegiatan Sosialisasi Balis DPIBN 
dalam acara Pameran Produk Nuklir di 
Universitas Udayana, Jimbaran – Bali 
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Gambar  45. Kegiatan Evaluasi Lapangan dalam rangka kegiatan 
Layanan Perizinan ke PT. Relion, Cikarang Barat – Jawa Barat 

6. Modul Sistem Informasi Pengujian 

Elektronik 

Berikut ini foto foto kegiatan 

penyusunan modul teknis sistem 

informasi pengujian elektronik. 

 

 

 

Gambar  46. Penyusunan modul teknis  
sistem informasi pengujian elektronik  

 

7. Modul Pengembangan Sistem Perizinan Reaktor dan Bahan Nuklir 

Pada tahun 2023 BAPETEN mengembangkan Sistem Perizinan Instalasi dan Bahan Nuklir 

Online dengan kata sandi Balis L-NINO (Licensing of Nuclear Installation & Nuclear 

Officer/Operators) sebagai backend serta terintegrasi ke dalam sistem Balis Perizinan 2.5 untuk 

proses perizinan instalasi dan bahan nuklir.  

Dalam pembangunan aplikasi juga dilakukan Uji Coba baik dari server pengembangan dan 

juga sever produksi atau akses secara online dan terpublikasi. Uji coba dilakukan baik dari internal 
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BAPETEN terutama evaluator dan juga eksternal BAPETEN seperti pemohon izin atau calon 

pemohon izin. 

Kegiatan ini menghasilkan satu prosedur Standar Operasional Prosedur Perizinan Reaktor 

Nuklir Nomor 7 Tahun 2023 yang telah memasukkan prosedur terkait sistem perizinan instalasi 

dan bahan nuklir online dan 

juga sistem Balis L-NINO 

untuk persetujuan. 

 

Gambar  47. Uji Coba Balis L-NINO yang 
dilakukan dengan Pemohon Izin dalam hal Ini 

DPFK-BRIN di Kawasan Sains dan Edukasi 
Yogyakarta untuk kegiatan izin pemanfaatan 

Bahan Nuklir 

 

8. Konversi Keselamatan Nuklir 

Konvensi Keselamatan Nuklir yang untuk selanjutnya disebut sebagai Konvensi, diadopsi di 

Wina pada tanggal 17 Juni 1994, dibuka untuk ditandatangani pada tanggal 20 September 1994 

dan mulai diberlakukan (entry into force) pada tanggal 24 Oktober 1996. 

Selama tahun 2023, kegiatan konvensi keselamatan nuklir ini dilaksanakan dalam berbagai 

kegiatan yaitu: 

a. Penyusunan dokumen persiapan pelaksanaan The Joint Eighth and Ninth Review Meeting of 

the Contracting Parties to the Convention on Nuclear Safety: presentasi delegasi Indonesia 

dan merespon pertanyaan dari negara Anggota 

b. Keikutsertaan dalam Joint Eighth and Ninth Review Meeting of the Contracting Parties to the 

Convention on Nuclear Safety, IAEA Headquarters, Wina, Austria/20 - 24 Maret 2023. 

c. Keikutsertaan dalam Nuclear Harmonization Standard Initative (NHSI) 

d. Diseminasi informasi hasil kegiatan, dan 
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e. Rencana tindak lanjut kegiatan CNS 

9. Naskah Urgensi Penyusunan Standar Review Plan Evaluasi Tapak PLTN SMR 

Kegiatan naskah urgensi pengembangan sistem perizinan PLTN ini dilakukan dengan 

penyusunan standar penilaian kriteria tapak SMR dalam hal ini adalah telah tersusun dokumen 

Standar Review Plan Evaluasi Tapak PLTN Small Modular Reaktor yang bisa diberlakukan untuk 

tapak di darat maupun tapak di laut dengan pendekatan bertingkat berdasarkan expert judgement. 

Dibawah ini merupakan foto kegiatan pengembangan sistem perizinan PLTN yang telah 

dilaksanakan pada tahun 2023. 

Gambar  48. Rapat Koordinasi Pengawasan dan Perizinan PLTN dalam Implementasi OSS (kiri); Pembukaan kunjungan 
lapangan ke Departemen Teknik Sistem Perkapalan ITS (kanan) 
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Tabel 4. Nilai IKK Bidang FRZR and IBN Tahun 2020 - 2023 

Gambar  49. Grafik Nilai IKK Tahun 2020 sampai 2023 



 

70 
 
 

 

  



 

71 
 
 

 

 

  

Gambar  50. Grafik Capaian IKK Bidang FRZR Tahun 2020 - 2023 

Tabel 5. Capaian IKK Bidang FRZR Tahun 2020 - 2023 
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Tabel 6. Persentase cakupan fasilitas kesehatan tersaji 
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Gambar  51. Hasil IKK Pelaksanaan Inspeksi Fasilitas Kesehatan dan capaian IKK tahun 2023 

73 
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Gambar  52. IKK Hasil Inspeksi Tahun 2023 
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Gambar  53. Kegiatan Inspeksi Fasilitas Industri 
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Gambar  54. Pelaksanaan Penegakan Hukum 
Ketenaganukliran Bidang FRZR 
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Gambar  55. Inspeksi Balis Infara 2.5 Berbasis IT 
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Gambar  56. Inspeksi terhadap pemegang izin yang bangkrut 
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Sebagai salah satu pilar pengawasan, pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan 

hal yang esensial mengingat kegiatan pemanfaatan tenaga nuklir wajib memiliki landasan hukum yang 

bertujuan menjaga ketertiban hukum dan melindungi masyarakat dan lingkungan.  

Obyek peraturan pengawasan terhadap pemanfaatan tenaga nuklir meliputi bidang fasilitas radiasi 

dan zat radioaktif, reaktor daya, reaktor Nondaya, dan instalasi nuklir non reaktor, termasuk pemanfaatan 

bahan nuklir yang digunakan dalam tahapan kegiatan instalasi nuklir; serta melaksanakan evaluasi 

rancangan dokumen International Atomic Energy Agency (IAEA). 

 Pada tahun 2023 dilakukan pengembangan, perubahan dan penyusunan peraturan perundang-

undangan sebagai berikut:  

1. Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenaganukliran  

RUU Ketenaganukliran merupakan kegiatan tahun jamak (multi-year) yang dimulai pada tahun 

2017. Pada tahun 2023 ini, penyusunan RUU Ketenaganukliran difokuskan pada pembahasan 

penyelarasan naskah akademis dan pembahasan harmonisasi sebagai syarat untuk pengajuan 

prolegnas tahunan. Berbagai dinamika terjadi dalam pembahasan penyelarasan naskah akademik 

RUUK di antaranya adalah disahkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan 

Perundang-Undangan dan disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi 

Undang-Undang. Oleh karena itu dilakukan beberapa penyesuaian terhadap RUU Ketenaganukliran 

yaitu berupa pemutakhiran mengenai Regulatory Impact Assessment untuk setiap pokok-pokok 

pengaturan dalam RUUK. Output dari penyusunan RUUK pada tahun 2023 adalah berupa pembahasan 

penyelarasan naskah akademik dengan BPHN dan stakeholder, dan pembahasan, 

pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUUK.  
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Gambar  57. Konsultasi Publik RUU Ketenaganukliran 

 

2. Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Induk Ketenaganukliran (RaPerpres tentang RIK) 

Rancangan Perpres tentang RIK dapat digunakan sebagai pedoman dalam pengembangan 

pemanfaatan ketenaganukliran untuk masing-masing lingkup, yaitu: penelitian, pengembangan, 

pengkajian, penerapan dan penguasaan pengetahuan 

dan teknologi nuklir, pertambangan bahan galian 

nuklir, penyediaan listrik dan bahan tenaga nuklir, 

penyediaan radioisotop dan radiofarmaka, industri, 

kesehatan dan pangan yang berbasis teknologi nuklir, 

pengelolaan limbah radioaktif dan bahan bakar nuklir 

bekas, dan keselamatan, keamanan, garda-aman, dan 

lingkungan hidup.  

 

 

Gambar  58. Pembahasan Rancangan Perpres tentang RIK 
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3. Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2014 tentang 

Perizinan Instalasi Nuklir dan Pemanfaatan Bahan Nuklir  

Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti PP Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perizinan Instalasi 

Nuklir dan Pemanfaatan Bahan Nuklir memuat pokok-pokok pengaturan tentang keselamatan dan 

keamanan yang baru yang lebih sesuai dengan perkembangan teknologi nuklir saat ini. Muatan 

pengaturan dalam Peraturan Pemerintah yang baru mmerupakan penggabungan muatan darri PP 

Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perizinan Instalasi Nuklir dan Pemanfaatan Bahan Nuklir dan PP Nomor 

54 Tahun 2012 tentang Keselamatan dan Keamanan Instalasi Nuklir. Tujuan penyusunan Rancangan 

PP Pengganti ini adalah untuk menyediakan pembaharuan ketentuan atau norma yang mengatur 

keselamatan, keamanan, dan penatalaksanaan instalasi nuklir dan pemanfaatan bahan nuklir.  

Gambar  59. Pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti PP Nomor 2 Tahun 2014 
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4. Rancangan Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir tentang Pertambangan Bahan Galian Nuklir  

Berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2022 tentang Keselamatan dan 

Keamanan Pertambangan Bahan Galian Nuklir, selanjutnya perlu Peraturan Badan Pengawas yang 

mengatur mengenai keselamatan dan keamanan dalam pertambangan mineral radioaktif. Sesuai 

amanat PP tersebut, maka pelu diatur mengenai pedoman dan persyaratan teknis untuk hal-hal berikut 

pada kegiatan pertambangan mineral radioaktif, yaitu keselamatan fasilitas dan kegiatan; proteksi 

radiasi; pengendalian radioaktivitas lingkungan hidup; penanggulangan kecelakaan; pengelolaan 

limbah radioaktif; proteksi fisik; garda aman; dan sistem manajemen dan organisasi pertambangan. 

Dengan mengingat hal-hal tersebut maka Peraturan Badan Pengawas terkait hal tersebut di atas 

diharapkan akan mampu mengakomodasi konsep Peraturan Badan yang serupa dengan 

perkembangan teknologi pertambangan nuklir dunia dan dalam negeri; memberikan kesempatan yang 

luas bagi perkembangan pertambangan nuklir serta penggunaan energi nuklir lainnya untuk aplikasi di 

bidang medis, radiofarmaka, pendidikan dan penelitian, serta industri di Indonesia; memberikan 

kesempatan terbukanya investasi pertambangan nuklir baru di Indonesia yang memprioritaskan 

nuclear safety, security, dan safeguards dan operasi pertambangan; memberikan penagwasan yang 

efektif dalam pertambangan; dan menjamin keharmonisan penerapan peraturan antara pusat-daerah, 

melindungi masyarakat, memberi batasan yang jelas atas hak-kewajiban antara tiap stakeholder, dan 

mempermudah proses usaha dan menjaga hak-hak perusahaan.  

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka BAPETEN menyusun Rancangan 

Peraturan tentang Pertambangan Bahan Galian Nuklir yang memuat pokok-pokok pengaturran 

ketentuan keselamatan dan kemanan bagi kegiatan pertambangan mineral radioaktif, yang berupa 

penambangan dan pengolahan.  
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5. Rancangan Revisi Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 6 Tahun 2015 tentang 

Keamanan Sumber Radioaktif 

Revisi Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 6 Tahun 2015 tentang Keamanan 

Sumber Radioaktif ini akan menjadi bahan perumusan kebijakan terkait langkah-langkah perbaikan 

atau pengembangan peraturan keamanan sumber radioaktif yang komprehensif, mampu terap, dan 

berdaya guna dalam mencegah atau memastikan tidak ada insiden dan gangguan keamanan terhadap 

zat radioaktif, fasilitas, dan kegiatan yang dapat memicu timbulnya bahaya radiasi yang mengancam 

keselamatan pekerja, anggota masyarakat, dan kelestarian lingkungan hidup. Oleh karena itu, isu 

utama dalam penggantian Perka BAPETEN No. 6 Tahun 2015 tentang Keamanan Sumber Radioaktif 

ini berkenaan dengan isu pengaturan zat radioaktif terbuka, peningkatan kompetensi personil 

keamanan, penyederhanaan rumusan normatif, serta koordinasi dan kerja sama dalam implementasi 

peraturan. Rancangan ini diharapkan dapat meningkatkan kemamputerapan peraturan di lapangan 

secara lebih efektif dan efisien dalam rangka meminimalisasi potensi ancaman keamanan berupa 

akses tidak sah, sabotase, pencurian, pemindahtanganan tidak sah dan tindakan tidak sah yang lain 

terhadap zat radioaktif, fasilitas, ataupun aktivitas yang berkaitan. 

Dalam tahapan penyusunan peraturan juga dillaksanakan konsultasi publik bersama dengan pihak 

berkepentingan. Konsultasi publik dilakukan di kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau yang dihadiri oleh 

25 orang peserta secara luring dan 111 orang peserta secara daring. Untuk meningkatkan pemahaman 

terkait implementasi peraturan, kegiatan konsultasi publik juga disertai dengan kunjungan ke fasilitas 

pemanfaatan yang dipersyaratkan menerapkan aspek keamanan sumber radioaktif yaitu PT 

Samudera Oceaneering. 
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Gambar  60. Kegiatan Konsultasi Publik di Kota Batam, Kepulauan Riau (kiri) dan  
Rapat koordinasi di luar kantor bersama stakeholders terkait (kanan) 

 

6. Rancangan Peraturan Pengganti Perka No 5 Tahun 2009 tentang Keselamatan Radiasi dalam 

Penggunaan Peralatan Well Logging; 

Rancangan Peraturan Pengganti Perka Nomor 5 Tahun 2009 tentang Keselamatan Radiasi dalam 

Penggunaan Peralatan Well Logging bertujuan untuk melakukan penyesuaian terhadap standar 

Internasional terkini untuk dijadikan acuan dalam menyusun peraturan mengenai keselamatan radiasi 

terkait well logging yang belum diakomodir, yaitu GSR Part 3 Tahun 2014 mengenai Radiation Protection 

and Safety of Radiation Sources: International Basic Safety Standards dan SSG-57 Tahun 2020 mengenai 

Radiation Safety in Well Logging, serta referensi nasional maupun internasional terkini lainnya; 

penyesuaian terhadap perkembangan informasi, ilmu pengetahuan, dan teknologi dalam penggunaan 

peralatan well logging; harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan yang beririsan baik secara 

vertikal maupun horizontal; dan keberterimaan dan kemampulaksanaan ketentuan dalam peraturan di 

kalangan pemangku kepentingan. Dalam proses penyusunan Rancangan Revisi Peraturan ini juga 

dilakukan Konsultasi Publik yang dilaksanakan di kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan yang dihadiri 

oleh 30 orang peserta secara luring dan 54 orang peserta secara daring. Untuk meningkatkan 
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pemahaman terkait implementasi peraturan, kegiatan konsultasi publik juga disertai dengan kunjungan 

ke fasilitas pemanfaatan yang menggunakan peralatan well logging yaitu PT Schlumberger Geophysis 

Nusantara. 

 

7. Rancangan Peraturan BAPETEN tentang Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia SKKNI 

Rancangan Peraturarn BAPETEN tentang Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia SKKNI 

bertujuan untuk menetapkan suatu pedoman standar kompetensi kerja sektor ketenaganukliran 

secara menyeluruh dan terencana dalam bentuk Rencana Induk Pengembangan Standar Kompetensi 

Gambar  61. Kegiatan Kunjungan ke Fasilitas Pemanfaatan yang menggunakan peralatan well logging yaitu PT Schlumberger Geophysis Nusantara 
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Kerja Nasional Indonesia Sektor Ketenaganukliran (RIP SKKNI). RIP SKKNI sektor ketenaganukliran 

merupakan rumusan perencanaan dan pengembangan SKKNI yang dapat digunakan sebagai panduan 

dalam pengembangan SDM yang berkompeten. RIP SKKNI sektor ketenaganukliran dapat ditetapkan 

dalam bentuk Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir tentang Rencana Induk Pengembangan 

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Ketenaganukliran. Tujuan pembentukan 

rancangan Peraturan ini adalah untuk mengidentifikasi bidang usaha sektor ketenaganukliran melalui 

pendekatan analisis fungsi BAPETEN terhadap lingkup bidang usaha yang menjadi tanggung jawab 

pengawasan BAPETEN; dan untuk menyiapkan dasar dan acuan (pedoman) penyusunan SKKNI sektor 

ketenaganukliran. Adapun sasaran yang hendak diwujudkan dalam pembentukan rancangan 

Peraturan ini adalah tersedianya daftar bidang usaha yang termasuk ke dalam bidang pengawasan 

sektor ketenaganukliran; dan tersusunnya kebijakan pengembangan SKKNI sektor Ketenaganukliran 

untuk 5 (lima) tahun mendatang. 

 Dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan BAPETEN tentang SKKNI ini juga dilakukan 

tahapan Konsultasi Publik yang dilaksanakan di kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah yang dihadiri 

oleh 30 orang peserta secara luring dan 73 orang peserta secara daring. Untuk meningkatkan 

pemahaman terkait implementasi peraturan, kegiatan konsultasi publik juga disertai dengan kunjungan 

ke salah satu lembaga pelatihan ketenagankuliran di Kota Semarang yaitu Poltekkes Kemenkes 

Semarang.  

 

 

 

 

Gambar  62. Kegiatan konsultasi publik di Kota 
Semarang 
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8. Rancangan Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir tentang Keselamatan dan Keamanan 

Pengolahan dan Penyimpanan Mineral Ikutan Radioaktif 

Tujuan pembentukan rancangan Peraturan Badan ini adalah untuk mengakomodir beberapa 

kebutuhan yang harus disesuaikan, antara lain penyesuaian dengan adanya standar internasional 

terkini yang penting untuk dijadikan acuan dalam menyusun peraturan mengenai TENORM, yaitu GSR 

Part 3 Tahun 2014 mengenai Radiation Protection and Safety of Radiation Sources: International Basic 

Safety Standards, SSG-60 Tahun 2021 mengenai Management of Residues Containing Naturally 

Occurring Radioactive Material from Uranium Production and Other Activities, serta referensi nasional 

maupun  internasional terkini lainnya; penyesuaian dengan perkembangan informasi, ilmu 

pengetahuan, dan teknologi; harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan yang beririsan baik 

secara vertikal maupun horizontal; dan keberterimaan dan kemampulaksanaan ketentuan dalam 

peraturan di kalangan pemangku kepentingan. Adapun sasaran yang hendak diwujudkan dalam 

penyusunan kegiatan ini adalah tersedianya daftar jenis/ fasilitas dan kegiatan yang menjadi subjek 

pengawasan Mineral Ikutan radioaktif (MIR); tersedianya peraturan badan yang mampu terap 

terkait keselamatan dan keamanan dalam pengolahan dan penyimpanan mineral ikutan radioaktif (MIR); 

dan tersedianya peraturan Badan yang harmonis dengan peraturan perundang- undangan terkait. 

Dalam proses penyusunan rancangan Perba ini juga dilakukan kegiatan Konsultasi Publik yang 

dilaksanakan di kota Pangkal Pinang, Provinsi 

Bangka Belitung yang dihadiri oleh 29 orang 

peserta secara luing dan 42 peserta secara 

daring. 

 

Gambar  63. Kegiatan konsultasi publik di  
Kota Pangkal Pinang 
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Gambar  64. Kegiatan kunjungan ke PT. Sariwiguna Binasentosa 

 

9. Naskah Urgensi Rancangan Peraturan Pengganti Perka No 6 Tahun 2009 tentang Keselamatan 

Radiasi dalam Penggunaan Peralatan Gauging 

Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 6 Tahun 2009 merupakan peraturan 

pelaksana dari Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2007 tentang Keselamatan Radiasi Pengion dan 

Keamanan Sumber Radioaktif. Seiring dengan berjalannya waktu selama 14 (empat belas) tahun, 
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perubahan dan perkembangan standar internasional, kemajuan teknologi, serta perubahan peraturan 

perundang-undangan terjadi dengan pesat. Kondisi ini membutuhkan penyesuaian pendekatan 

kebijakan dan pengaturan untuk mengatasi permasalahan di lapangan yang menjadi tantangan bagi 

Badan Pengawas Tenaga Nuklir. Oleh karena itu, BAPETEN melaksanakan penyusunan naskah urgensi 

sebagai dasar untuk merevisi atau mengganti peraturan tersebut. Naskah Urgensi Rancangan Peraturan 

Pengganti Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir No 6 Tahun 2009 tentang Keselamatan 

Radiasi dalam Penggunaan Peralatan Gauging telah disusun dan ditetapkan oleh unit kerja (100%) untuk 

selanjutnya digunakan sebagai salah satu acuan dalam penyusunan rancangan peraturan pengganti 

Perka No 6 Tahun 2009 tentang Keselamatan Radiasi dalam Penggunaan Peralatan Gauging. 

 Dalam proses penyusunan naskah urgensi tesebut juga dilakukan konsultasi publik bersama 

pemangku kepentingan terkait dengan melakukan kegiatan konsultasi publik yang diselenggarakan di 

Kota Serang, Provinsi Banten yang dihadiri oleh 29 orang secara langsung dan 74 orang secara daring. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  65. Kegiatan konsultasi publik di Kota Serang, Banten 

10. Naskah Urgensi Rancangan Peraturan Presiden tentang Kebijakan Nasional Pengelolaan 

Limbah Radioaktif 
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Dalam implementasi PP No. 61 Tahun 2013, masih terdapat beberapa kendala dan masalah yang 

perlu segera diatasi. Penyelesaian terhadap permasalahan limbah radioaktif dan implementasi 

pengelolaan limbah harus dilakukan dengan memastikan bahwa tanggung jawab terhadap pengelolaan 

limbah dilakukan secara berkelanjutan sebagaimana yang telah direkomendasikan IAEA dalam 

Fundamental Safety Principles. Tujuannya adalah agar pengelolaan limbah tidak menjadi beban bagi 

generasi yang akan datang. 

Untuk memastikan bahwa penyelesaian permasalahan dilakukan secara sistematis dan 

terencana, diperlukan penyusunan kebijakan nasional yang dapat menyelaraskan berbagai pihak yang 

berkepentingan dalam pengelolaan limbah radioaktif. Penetapan kebijakan nasional ini sejalan dengan 

amanah Peraturan Presiden No. 84 Tahun 2010 tentang Pengesahan Joint Convention on Safety of 

Spent Fuel Management and on Safety of Radioactive Waste Management, yang menegaskan komitmen 

Indonesia untuk melaksanakan ketentuan joint convention. 

Selain itu, penyusunan kebijakan mengenai pengelolaan limbah 

menjadi urgensi berdasarkan rekomendasi misi Integrated Regulatory 

Review Service (IRRS) oleh IAEA pada tahun 2015. Rekomendasi tersebut 

menekankan bahwa Pemerintah perlu menetapkan dan menyusun 

kebijakan serta strategi terkait dengan pengelolaan limbah radioaktif. 

Proses penyusunan naskah urgensi melibatkan stakeholder baik 

internal dan eksternal, analisis berbagai sumber data, serta konsultasi 

dengan ahli dan pihak terkait untuk memastikan kelengkapan dan 

akurasi informasi yang menjadi dasar kebijakan nasional tersebut.  

Gambar  66. Rapat koordinasi pembahasan naskah urgensi 

11.  Naskah Urgensi Ratifikasi Konvensi Pertanggungjawaban Kerugian Nuklir 
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Naskah urgensi yang disusun 

pada tahun 2023 ini merupakan salah 

satu dokumen persyarartan untuk 

ratifikasi the Convention on 

Supplementary Compensation for 

Nuclear Damage. Naskah urgensi ini 

akan menjadi dasar dan bahan 

pertimbangan bagi Pemerintah 

Indonesia untuk melangkah ke depan 

dalam rangka ratifikasi.  

 

Gambar  67. Pembahasan Naskah Urgensi Ratifikasi Konvensi Pertanggungjawaban Kerugian Nuklir 

 

12. Laporan Penyusunan dan Penyempurnaan Rancangan Laporan Evaluasi draf Publikasi IAEA 

Pada tahun 2023, kegiatan reviu dilakukan terhadap Dokumen IAEA SSG-58 terkait Radiation Safety 

in the Use of Nuclear Gauges. Laporan ini diharapkan dapat memberikan pandangan menyeluruh  tentang 

kesesuaian dan keefektifan dokumen tersebut dalam konteks regulasi keselamatan  radiasi di Indonesia. 

Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan dapat menjadi dasar evaluasi dan perbaikan terhadap Perka No 

6 Tahun 2009 tentang Keselamatan Radiasi dalam Penggunaan Peralatan Gauging. 

Beberapa ketentuan dalam dokumen ini, seperti pengaturan terkait alat gauging portabel,  kriteria 

keberterimaan dan performa peralatan gauging terpasang tetap, masa berlaku sertifikat special form, 

dan ketentuan lainnya, akan menjadi fokus utama untuk diperbarui dan disesuaikan agar lebih 

memenuhi standar internasional dan kebutuhan nasional. 
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13. Laporan Jumlah SDM Pembinaan Peraturan  

Penyelenggaraan pembinaan peraturan perundang-undangan baik Undang-Undang, Peraturan 

Pemerintah, Peraturan Presiden, maupun Peraturan Kepala BAPETEN mengacu kepada UU Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Di dalam Undang-Undang 

tersebut, proses pembinaan, pengembangan dan pengendalian evaluasi peraturan perundag-

undangan tidak terlepas dari partisipasi masyarakat atau peran serta masyarakat serta stakeholder 

untuk memberikan masukan dalam rangka penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang 

telah tersusun.  

Partisipasi masyarakat baik dari praktisi, akademisi, stakeholder dapat dilakukan melalui kegiatan 

penelitian, pengkajian, penyampaian pendapat melalui seminar, pertemuan ilmiah, survey atau sebagai 

tim penyusunan peraturan perundang-undangan.  

Berikut ini adalah rincian kegiatan pembinaan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan 

pada tahun 2023:  

Tabel 7. Kegiatan Pembnaan Peraturan Perundang-undangan yang dilaksanakan Tahun 2023 

No Kegiatan Lokasi 

1. Sosialisasi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 

2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 
Daring 

2. Pembinaan Peraturan untuk para Inspektur BAPETEN  Kantor BAPETEN 

3. Pembinaan Peraturan berkolaborasi dengan Mitra BAPETEN  Sukabumi, Jawa Barat 

4. Pembinaan terkait penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 45 

Tahun 2023 tentang Keselamatan Radiasi dan Keamanan Zat 

Radioaktif  

Kantor BAPETEN 

5. Pembinaan terkait Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja; Peraturan Pemerintah 
Daring 
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No Kegiatan Lokasi 

Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 

dan Peraturan BAPETEN Nomor 3 Tahun 2021 tenang Standar 

Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenaganukliran 

6. Pembinaan terkait Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2022 

tentang Keselamatan dan Keamanan Pertambangan Bahan Galian 

Nuklir; Peraturan BAPETEN Nomor 5 Tahun 2022 tentang 

Manajemen Penuaan Reaktor Nuklir, dan Peraturan BAPETEN 

Nomor 2 Tahun 2019 tentang Keselamatan Komisioning Reaktor 

Nondaya 

Hybrid (Kantor BAPETEN 

dan Daring) 

7.  Pembinaan terkait Kebijakan Pengawasan dan Peraturan Pengganti 

UU Nomor 2 tentang Cipta Kerja; Peraturan Pemerintah Nomor 52 

Tahun 2022 tentang Keselamatan dan Keamanan Pertambangan 

Bahan Galian Nuklir 

Medan, Sumatera Utara 

8. Pembinaan terkait Undang-Undang Cipta Kerja dan Perizinan 

Pembangunan Reaktor Daya, Persyaratan Reaktor Daya pada Aspek 

Tapak, Persyarratan Reaktor Daya pada Aspek Desain, serta Laporan 

Analisis Keselamatan Reaktor Daya pada Tiap Tahapan 

Hybrid (Bandung, Jawa 

Barat dan Daring) 

9. Pembinaan terkait Peraturan BAPETEN Nomor 3 Tahun 2011 

tentang Ketentuan Keselamatan Desain Reaktor Daya dan Peraturan 

BAPETEN Nomor 12 Tahun 2020 tentang Klasifikasi, Struktur, 

Sistem, dan Komponen Instalasi Nuklir  

Hybrid (Kantor BAPETEN 

dan Daring) 

10. Pembinaan terkait Konsultasi 3S  Hybrid (Kantor BAPETEN 

dan Daring) 
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No Kegiatan Lokasi 

11. Pembinaan terkait Sosialisasi Introduksi Pemanfaatan Micro 

Modular Reactor (MMR) 
Kantor BAPETEN 

12. Pembbinaan terkait Sosialisasi Penyiapan Ruang Isolasi Pasien 

Murrah dan Aman  
Kantor BAPETEN 

13. Pembinaan terkait Sosialisasi Internal Reviu Dokumen Batch 1 

Rencana Pengembangan TMSR-500 

Hybrid (Kantor BAPETEN 

dan Daring) 
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Gambar  68. Sosialisasi Perpu Cipta Kerja secara daring (kiri) dan Penyegaran inspektur FRZR terkait peraturan (kanan) 

Gambar  69. Sosialisasi kelembagaan BAPETEN di Kota Sukabumi berkolaborasi dengan  
Anggota DPR-RI Komisi VI, Ibu Ribka Tjiptaning 
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Gambar  70. Pembinaan PP 45 tahun 2023 kepada Inspektur dan Evaluator 

 

 

 

 

 

 

Gambar  71. Kagiatan Pembinaan Peraturan 
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 Kajian  
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     Gambar  72. Grafik 
Kajian Bidang IBN Tahun 

2021 - 2023 
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Gambar  73. Grafik 
Kajian Bidang FRZR 
Tahun 2021-2023 
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I-Consep  
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Sejak diresmikan pada 19 Agustus 2014  I-CoNSEP bertujuan menjadi wadah koordinasi antar 

lembaga dalam penanganan isu-isu terkait keamanan nuklir maupun kesiapsiagaan nuklir di tingkat 

nasional, sepanjang perjalanannya I-Consep terus menjaga konsistensinya sebagai wadah koordinasi,  

peningkatan kemampuan SDM serta penyediaan dukungan sarana prasarana antar lembaga, I-Consep 

akan terus bertransformasi menjadi yang terdepan dalam meningkatkan  kemampuan dalam bidang 

keamanan nuklir dan kesiapsiagaan nuklir.  

Gambar  74. I-CoNSEP 
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Seluruh kegiatan pada tahun 2023 merupakan bagian dari implementasi kerjasama dengan 

kementerian dan lembaga terkait, dalam memberikan kontribusi terhadap fokus penguatan I-Consep di 

tahun 2023 melalui 4 pilar, yaitu: 

1. Koordinasi dilakukan baik pada tingkat nasional, regional maupun internasional dengan melibatkan 

institusi atau lembaga-lembaga terkait sebagai pemangku kepentingan dalam membangun sistem 

kesiapsiagaan nuklir dan keamanan nuklir nasional. 

2. Dukungan Teknis BAPETEN menyediakan dukungan teknis dalam menerima dan merespon 

laporan terkait Keamanan, Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat Nuklir/Radiasi. 

3. Pengembangan Kapasitas BAPETEN mendukung dan memfasilitasi pembangungan sumber daya 

manusia melalui penyelenggaraan program pelatihan keamanan dan kesiapsiagaan nuklir 

nasional. 

4. Kemampuan Sumber Daya Manusia yang andal harus didukung dengan infrastruktur (fasilitas, 

peralatan, sistem, dsb) yang memadai dan SOP yang mumpuni. 

Implementasi I-CoNSEP di tahun 2023 dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut: 

1. Infrastruktur Kesiapsiagaan Nuklir Nasional Infrastruktur Kesiapsiagaan Nuklir merupakan salah 

satu pilar utama dalam penyusunan Sistem Kesiapsiagaan Nuklir Nasional yang diharapkan untuk 

mampu menjadi solusi dalam peningkatkan kemampuan deteksi dan respons terhadap 

kedaruratan nuklir yang timbul akibat kejadian keselamatan (kecelakaan nuklir/radiasi) baik dari 

dalam maupun dari luar wilayah NKRI. BAPETEN membangun sebuah Sistem I-RDMS/N-EWS 

dirancang-bangun dengan memperhatikan asas interkompatibiltas dengan sistem deteksi dini 

internasional IRMIS-IEC, IAEA untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi, Kegiatan Infrastruktur 

kesiapsiagaan nuklir nasional dengan pemasangan RDMS berfokus pada penambahan jumlah 

detektor RDMS di wilayah NKRI pada tahun anggaran berjalan sesuai dengan target yang 

ditentukan  
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Gambar  75. Arsitektur I-RDMS 
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2. Kegiatan Keselamatan Nuklir 2023 melalui penyusunan Prosedur Kedaruratan Nuklir melalui peran 

digitalisasi dalam mengkomunikasikan data dan informasi antara satu pihak dengan pihak yang 

lain. Salah satu informasi penting dalam era pembangunan nasional saat ini. 

Gambar  76.Pedoman Pembentukan dan Penyelenggaraan Simpul Jaringan Informasi Geospasial BAPETEN 
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3. Bimtek Nasional Tanggap Darurat Nuklir melalui koordinasi baik pada tingkat nasional, regional 

maupun internasional dengan melibatkan institusi atau lembaga-lembaga terkait sebagai 

pemangku kepentingan dalam membangun sistem kesiapsiagaan nuklir dan keamanan nuklir 

nasional maupun internasional.  

Gambar  77. The 10th Annual Meeting of ASEAN Network of Regulatory Bodies on Atomic Energy (ASEANTOM) 

 

Pada tahun 2023 telah dilakukan koodinasi secara nasional, regional dan internasional yang 

melibatkan beberapa stakeholder dan melibatkan negara di Kawasan ASEAN, yaitu koordinasi dengan 

Kementerian Kesehata, Kementerian Luar Negeri, Badan Nasional Penanggulangan Terrorrisme (BNPT), 

Kementerrian Pertahanan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), dan koordinasi internasional 

lingkup negara-negara anggota ASEAN.  
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4. Pengembangan Kapasitas pengembangan sumber daya manusia melalui penyelenggaraan program 

bimbingan teknis pelatihan keamanan dan kesiapsiagaan nuklir nasional melalui penyelenggaraan 

Bimbingan Teknis Sistem Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Kedaruratan Nuklir/Radiologi. 

Pengembangan kapasitas dalam rangka mendukung dan memfasilitasi pengembangan sumber daya 

manusia melalui bimbingan teknis pelatihan keamanan dan kesiapsiagaan nuklir nasional terkait 

Sistem Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Kedaruratan Nuklir/Radiologi bagi First Responders untuk 

persnil Detasemen Gegana Satbrimob Polda Aceh khususnya personil dari Subdetasemen KBR dan 

Jibom; kolaborasi pengajar/instruktur BAPETEN dalam penyelenggaraan kegiatan pelatihan, training, 

webinar maupun simulasi dengan Kementerian/Lembaga terkait; dan keikutsertaan personil anggotas 

Satuan Tanggap Darurat (STD) BAPETEN dalam penyelenggaraan webinar/workshop/pelatihan terkait 

Emergency Preparedness and Response (EPR).  

 

Gambar  78. Bimbingan Teknis Sistem Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Kedaruratan Nuklir/Radiologi bagi personil 
Detasemen Gegana Satbrimob Polda Aceh, Banda Aceh 14-17 November 2023 
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Gambar  79. Situasi latihan personil dan operator reaktor ketika terjadi gempa 

 

5. Infrastruktur kesiapsiagaan nuklir dengan pemasangan RDMS 

Dalam rangka pencapaian tujuan menjadi pusat pengembangan infrastruktur keamanan dan 

kesiapsiagaan nuklir di tingkat nasional, BAPETEN melaksanakan kegiatan Infrastruktur 

Kesiapsiagaan Nuklir yang merupakan salah satu pilar utama dalam penyusunan Sistem 

Kesiapsiagaan Nuklir Nasional yang diharapkan mampu menjadi solusi dalam peningkatkan 

kemampuan deteksi dan respons terhadap kedaruratan nuklir yang timbul akibat kejadian 

keselamatan (seperti kecelakaan nuklir/radiasi) baik dari dalam maupun dari luar wilayah NKRI. 

Kegiatan yang dilaksanakan tahun 2023 dalam rangka pengembangan infrastruktur adalah 
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pemasangan detector Indonesian-Radiation Data Monitoring System sejumlah 1 (satu) unit. 

Pemasangan ini menambah jumlah detector I-RDMS NKRI yang telah terpasang yaitu kini sebanyak 

33 unit, dengan dukungan infrastruktur yang telah ada saat ini diperlukan kegiatan oprasional 

Kegiatan Operasional Sistem I-RDMS berorientasi pada menjalankan atau mengfungsikan sistem 

I-RDMS untuk mampu berperan sebagai realtime monitoring radioaktivitas lingkungan / Nuclear 

Early Warning System dan sebagai data dukung dalam pengambilan keputusan dalam respon 

kedaruratan nuklir/radiologi di tingkat nasional kegiatan tersebut mencakup monitoring 

radioaktivitas lingkungan NKRI, Sharing data internasional dengan IRMIS-IEC, IAEA. 

 
Gambar  80. Tampilan data NMC Web 
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Gambar  81. Sharing data internasional dengan IRMIS-IEC, IAEA 

Gambar  82. Stasiun Meteorologi.Kls.III Tana Toraja 13 dan 14 Juni 2023 (kiri) dan  
PM Detektor I-RDMS Kawasan Nuklir Serpong (kanan) 
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Gambar  83. Peta Sebaran I-RDMS BAPETEN 

Gambar  84. Kunjungan Kerja IAEA Dalam Rangka Pengembangan Kemampuan Respons Keamanan Nuklir untuk Indonesia   
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Gambar  85. Bimtek Kesiapsiagaan Nuklir di Aceh Detasemen Gegana SATBRIMOB Polda Aceh 

Gambar  86. Tinjauan BAPETEN dan Expert International Atomic Energy Agency (IAEA)  
ke Radiation Portal Monitor (RPM) di Terminal Petikemas Semarang 

 

 

 

 



 

143 
 
 

 

Gambar  87. International 
Radiological/Nuclear  

(I-RAD) Training for Emergency Response 
Course   
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Kerja Sama 
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Gambar  88. Kerja sama 
Dalam Negeri BAPETEN 
Tahun 2022 - 2023 
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Pelaksanaan kerja sama yang dilakukan oleh BAPETEN adalah untuk mendukung tusi lembaga dan 

memperkuat kewenangan dalam hal pengawasan pemanfaatan tenaga nuklir. Hal ini perlu dilaksanakan 

untuk menghindari tumpang tindih kewenangan antar K/L yang memiliki fungsi yang beririsan serta untuk 

menutupi kekurangan pengaturan yang belum terdapat dalam regulasi nasional. 

Gambar  89. Penandatanganan Nota Kesepahaman antara BAPETEN dan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) di 
Jakarta (kiri) dan Penandatanganan Nota Kesepahaman antara BAPETEN dan Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta (kanan) 

Gambar  90. Penandatanganan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama antara BAPETEN dan Universitas Padjadjaran di 
Bandung (kiri) Penandatanganan Nota Kesepahaman antara BAPETEN dan Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber 

Daya Mineral di Bandung (kanan) 
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Gambar  91. Penandatanganan Nota Kesepakatan antara BAPETEN dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat di Bandung (kiri) 
Penandatanganan Nota Kesepahaman antara BAPETEN dan Badan Siber dan Sandi Negara di Jakarta (kanan) 

Gambar  92. Penandatanganan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama antara BAPETEN  
dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) di Jakarta 
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Kerja Sama Luar Negeri 

 
1. Partisipasi Delegasi dalam Pertemuan Tingkat Tinggi Internasional 

 
a. The 2nd Plenary Meeting of Nuclear Harmonization and Standardization Initiatives (NHSI) 

 
Pertemuan Kedua Inisiatif Harmonisasi dan Standardisasi Nuklir (Second Plenary Meeting 

of the Nuclear Harmonization and Standardization Initiative (NHSI)) diselenggarakan oleh Badan 

Tenaga Nuklir International (International Atomic Energy Agency/IAEA) berlokasi di Wina, Austria 
dihadiri oleh Badan Pengawas Nuklir Negara Anggota, praktisi dunia industri, para ahli dan 

organisasi internasional lainnya. 

Dalam pertemuan tersebut, Direktur Jenderal IAEA Rafael Mariano Grossi menegaskan 

bahwa agenda kegiatan ini penting karena adanya peluang untuk sektor energi nuklir yang hampir 

di semua benua, pembuat kebijakan dan masyarakat mulai beralih ke energi nuklir untuk 

memitigasi perubahan iklim, memastikan ketahanan energi, dan memberikan transisi yang adil, 

andal, terjangkau, dan tepat waktu menuju net zero emission. 
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Disela-sela kegiatan NHSI, BAPETEN mengadakan pertemuan bilateral dengan Delegasi 

Republic of Korea menghasilkan kesepakatan antara lain bahwa BAPETEN dan Korea Atomic Energy 

Research Institute (KAERI) akan melakukan pembicaraan lanjutan terkait kemungkinan System- 

Integrated Modular Advanced Reactor (SMART) dapat dilakukan review pre- licensing di Indonesia. 

Selain itu BAPETEN dan KINS akan melakukan pembicaraan lanjutan terkait perpanjangan MoU 

pengawasan tenaga nuklir. 

 

 

  

Gambar  93. Partisipasi BAPETEN dalam kegiatan 
Second Plenary Meeting of the Nuclear Harmonization 
and Standardization Initiative (NHSI) 
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b. The 67th IAEA General Conference 
 

Kegiatan the 67th IAEA General Conference 2023 berlangsung di Wina, Austria. Tujuan dari 

kegiatan tersebut adalah untuk melakukan pembahasan terkait berbagai isu dan permasalahan 

yang diajukan oleh Board of Governors (BoG), Director General (DG), ataupun negara anggota IAEA 

lainnya yang hadir dalam forum pertemuan tertinggi tersebut. Delegasi RI dari unsur BAPETEN 

berkesempatan untuk melakukan sejumlah pertemuan dengan beberapa pihak dan mitra kerja 

sama, antara lain adalah dengan ROSTECHNADZOR; World Institute of Nuclear Security (WINS); 

Department of Technical Cooperation IAEA; Direktur Technical Cooperation Asia Pacific IAEA; 

Department of Atomic Energy (Atom Malaysia); dan U.S DoE/NNSA. 

   

Gambar  94. Partisipasi Delri BAPETEN 
dalam IAEA General Conference ke-67 
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2. Penyelenggaraan Tuan Rumah Kegiatan Asia and South Pacific Regional 
Meeting for Sharing Experience and Lesson Learned in Implementing the Code 
of Conduct on the Safety and Security of Radioactive Sources and its 
Supplementary Guidance 
 

Pertemuan diselenggarakan selama 5 (lima) hari yaitu pada tanggal 6-10 November 2023 

di Jakarta telah membahas beberapa topik yaitu: 

• Definition of radioactive material and radioactive sources 

• Categorization of radioactive sources, its graded approach for safety and security, also its 

likelihood and consequences risk in accidents and malicious acts 

• Evolution of the code of conduct and its supplementary guidances 

• Overview of rais+ and its implementation for authorization of import and export, 

managementof national source registry, also for inspection and enforcement 

• Role and responsibility of the points of contact, and 

• Regulatory framework for control of radioactive sources 

 

Selain itu, pertemuan merupakan forum untuk bertukar informasi dan pengalaman dari 

berbagai negara peserta mengenai hal-hal sebagai berikut: 

• Providing political commitment to the Code of Conduct and its supplementary guidance by 

Brunei Darussalam 

• Import and export implementation by Singapore and Bangladesh 

• Policy and strategy for the management of disused radioactive sources by Vietnam and 

Malaysia 

• Regaining regulatory control of radioactive sources by Australia 
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Gambar  95. Asia and South Pacific Regional Meeting for Sharing Experience and Lessons Learned in Implementing the Code of 
Conduct on the Safety and Security of Radioactive Sources and its Supplementary Guidanc 

• Notification and authorization practices of radioactive sources by Thailand 

• The implementation of the Code of Conduct and its supplementary guidance by Indonesia. 

 

  



 

153 
 
 

 

3. Pembaruan KerjaSama Bilateral dengan Rostechnadzor Rusia/Badan 
Pengawas Tenaga Nuklir Rusia 
 

BAPETEN dan Rostechnadzor telah menandatangani Minutes of Meeting (MoM) oleh 

pada saat pertemuan bilateral di sela-sela delegasi BAPETEN menghadiri GC IAEA ke-67 di 

Wina, Austria. Penandatanganan MoM ini sebagai bentuk komitmen dari kedua belah pihak 

untuk melanjutkan kembali kerja sama. Saat ini, proses penyusunan naskah pembaruan kerja 

sama antara kedua belah pihak masih dalam proses finalisasi karena masih menunggu hasil 

evaluasi rancangan naskah dari pihak Kementerian Luar Negeri masing-masing pihak. 

Sebagaimana diketahui bahwa kerja sama BAPETEN dengan Rostechnadzor Rusia yang 

ditandatangani pada tanggal 31 Maret 2017 telah berakhir pada Maret 2022. 

Dalam pertemuan bilateral kedua belah pihak dihadiri oleh para pimpinan dari kedua 

lembaga. Pihak Rostechnadzor menyampaikan bahwa rencana kegiatan yang sudah 

diusulkan dalam rencana kerja sama nanti sudah bisa dilakukan penjajakan dan 

diimplementasikan sambil 

menunggu disetujui dan 

ditandatanganinya MoU. Pihak 

Rostechnadzor juga telah 

menyampaikan komitmennya 

bahwa seluruh divisi dan TSO 

akan siap dalam memberikan 

bantuan kepada pihak BAPETEN.  

  

Gambar  96. Penandatanganan Minutes of Meeting BAPETEN-ROSTECHNADZOR  
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Glosarium  
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BAPETEN  : Instansi yang bertugas melaksanakan pengawasan melalui peraturan perizinan, 
dan inspeksi terhadap segala kegiatan pemanfaatan tenaga nuklir. 

Bahan Nuklir  : Bahan yang dapat menghasilkan reaksi pembelahan berantai atau bahan yang 
dapat diubah menjadi bahan yang dapat menghasilkan reaksi pembelahan 
berantai. 

Deteksi  : Penyusupan menemukan dan (intrusion menentukan detection) adalah cara 
keberadaan sesuatu atau seseorang yang dicurigai yang dilakukan oleh orang 
atau sistem yang terdiri atas sensor, medium transmisi dan panel kontrol untuk 
membunyikan alarm. 

Fasilitas Radiasi  : Fasilitas yang memanfaatkan zat radioaktif atau sumber radiasi lainnya. 

Gauging  : Teknik pengukuran yang memanfaatkan aplikasi teknik nuklir untuk mengukur 
tebal, ketinggian, densitas, sebagai kendali mutu atau proses produk.  

Inspeksi  : Salah satu unsur pengawasan  pemanfaatan  tenaga nuklir yang dilaksanakan 
oleh  Inspektur Keselamatan Nuklir  untuk memastikan ditaatinya peraturan 
perundang-undangan ketenaganukliran. 

Iradiator  : Perangkat peralatan pemancar radiasi dengan sumber radionuklida pemancar 
gamma atau pesawat akselerator pembangkit sinar-X dan/atau berkas elektron, 
yang digunakan sterilisasi/pasteurisasi, untuk tujuan polimerisasi penelitian, 
maupun untuk pengawetan bahan makanan. 

Inspektur Keselamatan 
Nuklir 

: Pegawai BAPETEN yang diberi kewenangan oleh Kepala BAPETEN untuk 
melaksanakan Inspeksi. 

Instalasi Nuklir : • Reaktor Nuklir; 

• Fasilitas yang digunakan untuk pemurnian, konversi, pengayaan bahan 
nuklir, fabrikasi bahan bakar nuklir dan/atau pengolahan ulang bahan 
bakar nuklir bekas; dan/atau Fasilitas yang digunakan untuk 
menyimpan bahan bakar nuklir dan bahan bakar nuklir bekas. 

Izin Bekerja : Persetujuan tertulis dalam bentuk dokumen yang diberikan kepada petugas 
instalasi dan bahan nukliruntuk melaksanakan tugas sesuai dengan kualifikasi 
yang dimilikinya. 

Iradiator  : Perangkat peralatan pemancar radiasi dengan sumber radionuklida pemancar 
gamma atau pesawat akselerator pembangkit sinar-X dan/atau berkas elektron, 

https://pustaka.bapeten.go.id/glossary/inspeksi/
https://pustaka.bapeten.go.id/glossary/pemanfaatan/
https://pustaka.bapeten.go.id/glossary/tenaga-nuklir/
https://pustaka.bapeten.go.id/glossary/zat-radioaktif/
https://pustaka.bapeten.go.id/glossary/sumber-radiasi/
https://pustaka.bapeten.go.id/glossary/pemanfaatan/
https://pustaka.bapeten.go.id/glossary/tenaga-nuklir/
https://pustaka.bapeten.go.id/glossary/inspektur-keselamatan-nuklir/
https://pustaka.bapeten.go.id/glossary/ketenaganukliran/
https://pustaka.bapeten.go.id/glossary/bahan-nuklir/
https://pustaka.bapeten.go.id/glossary/bahan-nuklir/
https://pustaka.bapeten.go.id/glossary/bahan-bakar-nuklir/
https://pustaka.bapeten.go.id/glossary/bahan-bakar-nuklir-bekas/
https://pustaka.bapeten.go.id/glossary/bahan-bakar-nuklir-bekas/
https://pustaka.bapeten.go.id/glossary/bahan-bakar-nuklir/
https://pustaka.bapeten.go.id/glossary/bahan-bakar-nuklir-bekas/
https://pustaka.bapeten.go.id/glossary/petugas-instalasi-dan-bahan-nuklir/
https://pustaka.bapeten.go.id/glossary/petugas-instalasi-dan-bahan-nuklir/
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yang digunakan sterilisasi/pasteurisasi, untuk tujuan polimerisasi penelitian, 
maupun untuk pengawetan bahan makanan. 

Kalibrasi  : Pengukuran atau penyetelan instrumen atau sistem atau kanal sehingga 
luarannya sesuai dengan nilai standar dengan toleransi dan akurasi yang dapat 
diterima. 

Kedokteran Nuklir  : Kegiatan pelayanan kedokteran spesialistik yang menggunakan sumber 
radioaktif terbuka dari disintegrasi inti berupa radionuklida dan/atau 
radiofarmaka untuk tujuan diagnostik, terapi, dan penelitian medik klinik, yang 
didasarkan pada proses fisiologik, patofisiologik, dan metabolisme. 

Keselamatan Radiasi  : Tindakan yang dilakukan untuk melindungi pekerja, anggota masyarakat, dan 
lingkungan hidup dari bahaya radiasi. 

Keamanan Nuklir  : Kondisi dinamis bangsa dan negara yang aman secara fisik dan mental dari 
ancaman penyalahgunaan zat radioaktif atau sabotase fasilitas nuklir, instalasi 
nuklir, fasilitas radiasi, atau pengangkutan zat radioaktif oleh setiap orang yang 
dapat mengancam/membahayakan warga negara, masyarakat, pemerintah, 
negara, dan lingkungan hidup serta keberlangsungan pembangunan nasional. 

Keselamatan Nuklir  : Pencapaian kondisi operasi yang layak, pencegahan kecelakaan atau 
pengurangan akibat kecelakaan, dalam rangka melindungi personil tapak, 
masyarakat dan lingkungan terhadap bahaya radiasi yang tidak diinginkan. 

Ketenaganukliran : Hal yang berkaitan dengan pemanfaatan, pengembangan, dan penguasaan ilmu 
pengetahuan dan teknologi nuklir serta pengawasan kegiatan yang berkaitan 
dengan tenaga nuklir. 

Kesiapsiagaan Nuklir  : Serangkaian kegiatan sistematis dan terencana yang dilakukan untuk 
mengantisipasi kedaruratan nuklir melalui penyediaan unsur infrastruktur dan 
kemampuan fungsi penanggulangan untuk melaksanakan  penanggulangan 
kedaruratan nuklir dengan cepat, tepat, efektif dan efisien. 

Keamanan Sumber 
Radioaktif 

: Tindakan yang dilakukan untuk mencegah akses tidak sah atau perusakan, dan 
kehilangan, pencurian, dan/atau pemindahan tidak sah sumber radioaktif. 

Kedaruratan Nuklir  : Keadaan bahaya yang mengancam keselamatan manusia, kerugian harta benda, 
atau kerusakan lingkungan hidup, yang timbul sebagai akibat dari adanya 
lepasan zat radioaktif dari instalasi nuklir atau kejadian khusus. 

Laporan Analisis 
Keselamatan (LAK) 

: Laporan yang berisikan analisis keselamatan untuk memastikan bahwa instalasi 
dapat dibangun, dioperasikan, dipelihara, dipadamkan dan dekomisioning 
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dengan selamat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 

Pemohon : Badan Pelaksana, Badan Usaha Milik Negara, koperasi, atau badan swasta yang 
berbentuk badan hukum yang mengajukan permohonan izin untuk 
melaksanakan kegiatan pembangunan, pengoperasian, dan dekomisioning 
reaktor nuklir. 

Petugas Pengoperasi : Petugas yang terlibat dalam pelaksanaan operasi INNR. (Lihat INNR) 

Pemeriksaan Kesehatan : Pemeriksaan terhadap Pekerja Radiasi yang meliputi pemeriksaan fisik dan 
laboratorium untuk memastikan bahwa pekerja dalam kondisi sehat atau fit 
dalam menjalankan tugasnya terkait radiasi. 

Pemegang Izin : Orang atau badan yang telah menerima izin Pemanfaatan Tenaga Nuklir dari 
BAPETEN. 

Pengoperasian : Kegiatan yang mencakup komisioning dan operasi reaktor nuklir. 

Pesawat Sinar-X : Sumber radiasi yang didesain untuk tujuan diagnostik yang terdiri dari sistem 
sinar-X dan subsistem sinar-X atau komponen 

Pembangunan : Kegiatan yang dimulai dari penentuan tapak sampai dengan penyelesaian 
konstruksi. 

Pemanfaatan : Kegiatan yang berkaitan dengan tenaga nuklir yang meliputi penelitian, 
pengembangan, penambangan,  pembuatan, produksi, pengangkutan, 
penyimpanan, pengalihan, ekspor, impor, penggunaan, dekomisioning, dan 
pengelolaan limbah radioaktif untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. 

Proteksi Radiasi : Tindakan yang dilakukan untuk mengurangi pengaruh radiasi yang merusak 
akibat paparan radiasi. 

Pekerja Radiasi : Setiap orang yang bekerja di instalasi nuklir atau instalasi radiasi pengion yang 
diperkirakan menerima Dosis tahunan melebihi Dosis untuk masyarakat umum. 

Paparan Radiasi : Penyinaran Radiasi yang diterima oleh manusia atau materi, baik disengaja atau 
tidak, yang berasal dari Radiasi interna maupun eksternal. 

Pengangkutan Zat 
Radioaktif 

: Pemindahan zat radioaktif yang memenuhi ketentuan teknis keselamatan radiasi 
dalam pengangkutan zat radioaktif dan teknis keamanan dalam pengangkutan 
zat radioaktif, dari suatu tempat ke tempat lain melalui jaringan lalu lintas umum, 
dengan menggunakan sarana angkutan darat, air, atau udara. 
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Radioterapi : Modalitas pengobatan dengan menggunakan zat radioaktif 
terbungkus dan/atau pembangkit radiasi pengion. 

Radioaktivitas : Jumlah inti radioaktif yang mengalami proses peluruhan per satuan waktu. 

Radiasi Pengion : Gelombang elektromagnetik dan partikel bermuatan yang karena energi yang 
dimilikinya mampu mengionisasi media yang dilaluinya. 

Radiologi : Cabang ilmu kedokteran yang berhubungan dengan penggunaan semua 
modalitas yang menggunakan radiasi untuk diagnosis dan prosedur terapi 
dengan menggunakan panduan radiologi, termasuk teknik pencitraan dan 
penggunaan radiasi dengan sinar-X dan zat radioaktif. 

Radioisotop : Isotop yang mempunyai kemampuan untuk memancarkan radiasi pengion. 

Reaktor Nuklir : Alat atau instalasi yang dijalankan dengan Bahan Bakar Nuklir yang dapat 
menghasilkan reaksi inti berantai yang terkendali dan digunakan untuk 
pembangkitan daya, atau penelitian, dan/atau produksi radioisotop 

Reaktor Daya : Reaktor nuklir yang memanfaatkan energi panas hasil pembelahan nuklir untuk 
pembangkitan daya. 

Reaktor Non Daya : Reaktor nuklir yang memanfaatkan neutron dan radiasi hasil pembelahan nuklir. 

Sistem Manajemen : Suatu sistem yang digunakan untuk mengarahkan dan mengendalikan sebuah 
organisasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan. 

Sumber Radiasi Pengion : Zat radioaktif terbungkus dan terbuka beserta fasilitasnya, dan pembangkit 
radiasi pengion. 

Sumber Radioaktif : Zat Radioaktif berbentuk padat yang terbungkus secara permanen dalam kapsul 
yang terikat kuat. 

Sumber Radiasi : Segala sesuatu yang dapat menyebabkan paparan radiasi, meliputi zat 
radioaktif dan peralatan yang mengandung zat radioaktif atau memroduksi 
radiasi, dan fasilitas atau instalasi yang di dalamnya terdapat zat radioaktif atau 
peralatan yang menghasilkan radiasi. 

Safeguards : Setiap tindakan yang ditujukan untuk memastikan bahwa 
tujuan pemanfaatan bahan nuklir hanya untuk maksud damai 

Service Level Arrangement 
(SLA) BAPETEN 

: Kontrak dari BAPETEN tentang janji pelayanan dengan pemohon pengguna yang 
memberikan jaminan tingkat pelayanan yang dapat diharapkan. 
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TENORM : Zat Radioaktif alam yang dikarenakan kegiatan manusia atau proses teknologi 
terjadi peningkatan paparan potensial jika dibandingkan dengan keadaan awal. 

Tenaga Nuklir : Tenaga dalam bentuk apa pun yang dibebaskan dalam proses transformasi inti, 
termasuk tenaga yang berasal dari sumber radiasi pengion. 

Tanggap Darurat : Langkah tindakan untuk melaksanakan upaya mitigasi dampak kedaruratan 
terhadap kesehatan dan keselamatan manusia, kualitas hidup, dan lingkungan 
hidup. 

Uji Fungsi : Pengujian untuk menjamin sistem atau komponen mampu menjalankan 
fungsinya. 

Validasi  : Proses pengujian dan evaluasi untuk memastikan kesesuaian terhadap 
persyaratan fungsi, kinerja, dan antar muka 

Well Logging : Semua kegiatan yang meliputi penurunan dan pengangkatan alat ukur atau alat 
yang mengandung zat radioaktif atau yang digunakan untuk mendeteksi zat 
radioaktif tersebut di dalam lubang bor untuk tujuan mendapatkan informasi 
lubang bor atau formasi geologi di sekitarnya dalam eksplorasi dan eksploitasi 
minyak, gas, panas bumi, termasuk geophysical logging untuk mineral dan batu 
bara. 

Zat Radioaktif : Setiap zat yang mengandung satu atau lebih radio nuklida, yang aktivitasnya 
atau kadarnya tidak dapat diabaikan dari segi proteksi radiasi. 
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